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ABSTRAK
PERAN SAKSI KORBAN PEMBUNUHAN DALAM PROSES
PEMERIKSAAN PERKARA (STUDI KOMPARASI HUKUM ACARA
PIDANA ISLAM DAN HUKUM ACARA PIDANA POSITIF)

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada kecuali dengan
sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Salah satu alat bukti yang sah adalah
keterangan saksi. Dalam hukum acara pidana positif saksi yang pertama kali
didengar keterangannya adalah korban yang menjadi saksi. Begitu juga dalam
hukum Islam saksi juga merupakan salah satu alat bukti. Sedangkan mengenai
peran saksi korban pembunuhan didalam hukum Islam bersifat aktif. Hal ini
berbeda dengan peran saksi korban pembunuhan menurut hukum acara pidana
positif, saksi korban hanya memberikan keterangan- keterangan dan setelah itu ia
tidak mempunyai upaya apa-apa lagi. Yang dianggap oleh hukum mewakili saksi
korban dan masyarakat adalah Jaksa Penuntut Umum.

Kajlan mengenai peran saksi korban pembunuhan dalam proses
pemeriksaan perkara meaurut hukum pidana Islam dan hukum acara pidana
positif merupakan fenomena yang menarik untuk dikaji. Hal tersebut memberikan
kesempatan kepada penyusun untuk mengetahui peran saksi korban pembunuhan
menurut hukum acara pidana Islam dan hukum acara pidana positif,mencari
persamaan dan perbedaan antara hukum acara pidana Islam dan hukum acara
pidana positif serta berusaha mengkompromikannya.

Dikarenakan kajian ini adalah kajian hukum acara, maka pendekatan
yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis, yaitu pendekatan
dengan cara mendekati permasalahan yang diteliti dengan berdasarkan peraturan
perundang-undangan, yurisprudensi,dan aturan-aturan yang berlaku.

Berdasarkan metode yang digunakan, maka terungkap bahwa, peran
saksi korban pembunuhan menurut hukum acara pidana Islam dan hukum acara
pidana positif sama-sama memberikan kesaksian di  persidangan.sedangkan
perbedaannya yaitu saksi korban dalam hukum acara pidana Islam juga berperan
sebagai penggugat dan juga berperan dalam menentukan berat ringannya
hukuman.
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini
berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri

Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987 dan
0543b/U/1987

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab | Nama Huruf Latin Keterangan
‘ Alif tidak dilambangkan Tidak dilambangkan
< ba’ b be
o ta’ t te
< sa’ $ es (dengan titik di atas)
z Jim i ie
z ha’ h, ha (dengan titik di bawah)
'C kha’ kh ka dan ha
D dal d de
3 zal z zet (dengan titik di atas)
) ra’ r er
3 zai z zet
7 sin s es
o Syin sy es dan ye
P sad S, es (dengan titik di bawah)
P dad d, de (dengan titik di bawah)
b ta’ t te (dengan titik di bawah)
5 zd’ z zet (dengan titik di bawah)
¢ ‘ain ¢ koma terbalik di atas
C gain g ge
< fa’ f ef
3 qaf q qi
8 kaf k ka
J lam 1 ‘el
p mim m ‘em
J nun n ‘en
wawl




3 ha’ w w
b hamzah h ha

g ya’ ’ apostrof

& y ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

i 55 Axe ditulis muta ‘addidah
| s ditulis ‘iddah
C. Ta’ Marbutal di akhir kata
1. Bila dimatikan ditulis /
2\,& J ditulis hikmah
e ditulis illah

|

\
|
\

1

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap

dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila

dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diitkuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah,

maka ditulis dengan A.

l 9@}%‘ Zu\;

ditulis

Karamah al-auliya’

3. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah

ditulis r atau A.

gl 3\5} ' ditulis [ Zakah al-fitri
D. Vokal Pendek

_ fathah ditulis a

BEL ditulis fa'ala
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H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila ditkuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf </”.

of ja\ ditulis al-Qur’an

. ditulis al-Qiyas
L&l
S

2. Bila ditkuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf

Syamsivyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf / (el) nya.

< L) ditulis as-sama’

M‘ ditulis asy-syams

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

o294 (583 ditulis zawi al-furad
Ll J-J ditulis ahl as-sunnah

vil




MOTTO
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"Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan
suatu kaum, sebelum mereka merubah diri mereka
sendiri."

Ar-Ra'du (13): 11




KATA PENGANTAR
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Puji syukur ke hadirat Allah SWT vyang telah memberikan rahmat,
taufig.dan hidayahNya kepada kita semua. Shalawat serta salam semoga
senantiasa tercurahkan ke haribaan Nabi Muhammad Saw sebagai uswatun
khasanah bagi seluruh umat Islam dan rahmat bagi seluruh alam semesta.

Skripsi yang berjudul, "PERAN SAKS] KORBAN PEMBUNUHAN
DALAM PROSES PEM..RIKSAAN PERKARA (STUDI KOMPARASI
HUKUM ACARA PIDANA ISLAM DAN HUKUM ACARA PIDANA
POSITIF)". Disusun guna melengkapi svarat untuk memperoleh gelar sarjana.
strata satu dalam tlmu hukum Islam.
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1. Bapak Drs. H. Malik M;'f;ldany, MA, selaku Dekan Fakultas Syariah.
2. Bapak Drs. Kamsi, MA dan Bapak Nanang M. Hidayatulloh, SH, M Si,
selaku dosen pembimbing skripsi yang telah mencurahkan tenaga dan

pikiran serta memberikan bimbingan dalam proses penyusunan skripsi ini.
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5. Bapak, Ibu, Kakak, Adik serta keluarga, yang telah memberikan dorongan
materil, moril, maupun spiritual kepada penyusun.
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pengetahuan dalam hukum Islam pada umumnya dan bagi penyusun khususnya.
Segala kekurangan hanyalah semata-mata karena keterbatasan penyusun dan
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BAB 1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tugas pokok pengadilan adalah menerima, memeriksa dan mengadili
serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya.' Dengan
demikian pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili
suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang
jelas, melainkan wajib bagi pengadilan untuk memeriksa dan mengadilinya,
sebagaimana diatur dalam undang-undang Nomor 4 Tahﬁ;l 2004 tentang
kekuasaan kehakiman pasal 16 ayat (1).

Pengadilan Negeri sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman,
bertugas dan berwenang untuk memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan
perkara pidana maupun perdata, sebagaimana diatur dalam pasal 2 UU Nomor
8 Tahun 2004 tentang peradilan umum. Tugas pengadilan dalam perkara
pidana ialah mengadili semua delik yang tercantum dalam perundang-
undangan pidana Indonesia yang diajukan kepadanya untuk diadili. Menurut
Prof. Dr. Andi Hamzah, S.H. yang dimaksud di sini dengan pengadilan ialah
termasuk peradilan umum, jadi pengadilan militer yang mempunyai yurisdiksi

“ sendiri terhadap pelaku delik dari orang militer merupakan kekecualian.?

! Undang-undang Nomor. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 16 ayat (1)
> Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, edisi revisi cet. ke-1 (Jakarta: Sinar
Grafika, 2001) cet. ke-1. him. 102.




Hakim di dalam memutuskan perkara pidana harus berdasarkan
sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Sebagaimana diatur pada pasal
183 KUHAP yng berbunyi sebagai berikut:

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali
apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh
keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa
terdakwalah yang salah melakukannya.’

Sebelum seseorang diadili oleh pengadilan, orang tersebut berhak
dianggap tidak bersalah. Hal ini dikenal dengan asas: “Praduga tak bersalah”
(presumption innosence). Jadi  dengan demikian seseorang hanya dapat
dikatakan terbukti “melanggar hukum”, vyaitu jika pengadilan dapat
menentukan kebenaran akan hal tersebut. Untuk mienentukan “kebenaran”
diperlukan bukti,* vaitu sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah diperoleh
berdasarkan di sidang pengadilan.’

Oleh karena itu pembuktian di muka sidang pengadilan tentang benar
tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan, merupakan bagian
yang terpenting dalam hukum acara pidana. Adapun yang dimaksud
pembuktian di muka sidang pengadilan adalah suatu usaha penuntut umum
dalam mengajukan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang di muka
sidang pengadilan untuk membuktikan kesalahan terdakwa.®

Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan, bahwa

terdakwa telah bersalah melakukan sesuatu tindak pidana, kalau tidak

3 KUHAPLengkap Dengan Penjelasan, (Surabaya: Karya Anda , t.t.), hlm. 82
* Leden Marpaung, SH, Proses Penanganan Perkara Pidana Bagian Pertama

Penyielidikan darn Penyidikan cet ke-2 (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), him. 26

> Ibid., him. 27 .
6 Suharto, RM, Penuntutan dalam Praktek Peradilan ~1. (Jakarta: Sinar Grafika,

1997), him 136.




didukung dengan alat bukti lainya.” Hal ini sesuai dengan pasal 189 ayat (4)
yang berbunyi sebagai berikut:

“Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia
bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus
disertai dengan alat yang lain™."®

Keterangan saksi dalam hukum acara pidana termasuk salah satu alat
bukti vang sah yang digunakan dalam penuntutan. Penuntutan dalam hukum
acara pidana bertujuan untuk mencari dan mendapatkan atau setidak-tidaknya
mendekati kebenaran materil, 1alah kebenaran yang selengkap-lengkapnya
dari suatu perkara pidana dengan menempatkan ketentuan hukum acara pidana
secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapa pelaku yang
didakwakan melakukan tindak pidana, dan selanjutnya meminta pemeriksaan
dan putusan dari pengadilan guna menentukan apakah orang yang didakwa itu
bersalah.”

Keterangan saksi adalah keterangan tentang kejadian atau keadaan
yang didengar, dilihat, atau yang dialami sendiri disertai dengan alasan yang
jelas tentang keterangan itu.'® Sedangkan saksi menurut pasal satu ayat (26)
adalah orang yang memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan,
penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendirt,

.. .. . . .11
ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.

" Darwan Prints, Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar, (Jakarta: Djambatan, 1989),
him. 117

8 KUHAP Lengkap dengan Penjelasan, him. 84.

® Suharto, RM, Penuntutan dalam Praktek Peradilan, hlm 18

** Ibid him 144

"' KUHAP Lengkap dengan Penjelasan, hlm 7




Dalam pemeriksaan saksi yang yang pertama-tama didengar
keterangannya adalah saksi korban yaitu yang diatur pada KUHAP pasal 160
ayat (1) b.

Dan mengenai saksi korban dalam hukum acara Islam diatur di dalam
al-Qur'an dan al-Hadis, serta kitab hukum acara Islam. Sedangkan di dalam
hukum acara pidana positif diatur di dalam Kitab Undang-undang Hukum
Acara Pidana. | |

Kenyataan tersebut membuat penyusun teﬁérik untuk lebih jauh
mengkaji tentang bagaimanakah sebenarnya mengenai peran saksi korban
pembunuhan menurut Hukum Acara Pidana Islam kemudian akan penyusun
bandingkan dengan peran saksi korban pembunuhan menurut Hukum Acara

Pidana Positif.

. Pokok Masalah

Dart latar belakang masalah yang telah diungkapkan di atas, dapat
ditarik pokok masalah sebagai berikut:
Bagaimanakah ketentuan Hukum Acara Pidana Islam dan Hukum Acara

Pidana Positif tentang peranan saksi korban pembunuhan.

. Tujuan dan Kegunaan
Adapun tujuan penyusunan skripsi imi adalah:
Untuk menjelaskan bagaimanakah peranan saksi korban pembunuhan dalam

Hukum Acara Pidana Islam dan Hukum Acara Pidana Positif.




Sedangkan kegunaan penyusunan skripsi ini adalah:
Sebagai sumbangan pemikiran dalam bidang hukum acara pidana Islam dan

hukum acara pidana positif tentang saksi korban pembunuhan.

D. Telaah Pustaka.

Pembuktian di muka sidang pengadilan merupakan hal yang terpenting
dalam hukum acara, sebab pengadilan dalam menegakkan hukum tidak lain
berdasarkan pembuktian. Dalam 'buku al-Qada’u fial-Islam, Salam madkur
mengatakan bahwa hakim agar dapat menyelesaikan perkara yang diajukan
kepadanya dan penyelesaian memenuhi tuntutan keadilan maka wajib baginya
untuk mengetahui hakekat dakwaan atau gugatan dan mengetahui hukum
Allah Swt atas kasus tersebut. Adapun pengetahuan hakim tewntang hakikat
dakwaan tersebut adakalanya ia menyaksikan sendiri peristiwanya atau
menerima dari pihak yang bersifat mutawwatir.'*

Sepengetahuan penyusun belum ada tulisan yang membahas ten‘;ang
peranan saksi korban pembunuhan menurut hukum acara pidana Islam dan
hukum acara pidan positif.

Ibnu Qayyim dalam buku At-Turuq al-Hukmiah befpendapat bahwa
segala sesuatu yang dapat menjelaskan sesuatu hak dapat dikatakan sebagai

bayyinah."

12 Salam Madkur, al-Qada’ fi al-Islam (Kairo: Dar al-Nahdah al-*Araby, t.t.), him.73
3 Ibn Qayyim al-Jauziah, ALTuruq al-Hukmiah, (Kairo: al-Muassasah al-* Arabiyyah,
1961), him.90. .




Sedangkan TM. Hasbi Ash-Shiddieqya bukunya Peradilan dan Hukum
Acara Pidana Islam menjelaskan bahwa kewajiban bagi seorang saksi untuk
memberikan informasi atau keterangan kepada pengadilan.*

Sedang menurut Disertasi Mudzakir yaitu Posisi Hukum Korban
Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana, membicarakan posisi korban
kejahatan di hadapan hukum sangatlah lemah dalam mendapatkan keadilan,
korban kejahatan hanya diposisikan hukum sebagai pelapor dan saksi
korban."

Sedangkan dalam skripsi Rahmat Alamsyah yaitu Tinjauan Hukum
Islam Terhadap Perlindungan Hak-hak Saksi Dalam Sistem Peradilan Pidana
di Indonesia membicarakan tentang bagaimana  negara memberikan
perlindungan terhadap sakai secara khusus sewaktu, akan, sedang, setelah
memberikan keterangan di pengadilan.16

Dari literatur-literatur di atas secara garis besar membahas tentang
saksi dalam hukum acara pidana, juga tidak berbeda jauh dengan apa yang
dibahas di dalam literatur yang kami sebutkan sebelumnya. Namun di antara
literatur tersebut, penulis belum menemukan adanya sebuah upaya yang lebih
jauh dan mendalam untuk membandingkan antara peran saksi korban
pembunuhan menurut kitab undang-undang hukum acara pidana dan saksi

korban pembunuhan menurut hukum acara pidana Islam.

4 TM Hasbi ash-Shidieqy,Peradilan dan Hukum acara Islam,( Semarang : Pustaka Rizki
Putra,2001), him.139.
Mudzakkir,”Posisi Hukum Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana,”
Disertasi Doktor Universitas Indonesia (2001).
' Rahmad Alamsyah,” Tinjauan Hukum Islam Terhadap perlindungan hak-hak Saksi
Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia,” skripsi tidak diterbitkan,Fakultas Syari’ah TAIN
Sunan Kalijaga (2002).




E. Kerangka Teoritik.

Tugas hakim sebagai penegak hukum, keadilan dan kebenaran
merupakan kewajiban yang berat, karena itu setiap perkara yang sedang
diadilinya mesti diperiksa terlebih dahulu secermat mungkin, karena itu
diperlukan adanya seperangkat unsur-unsur atau sesuatu vyang dapat
membantu hakim untuk mendapatkan gambaran dan informasi vyang
sebenarnya atas duduk persoalan yang sedang diadili.

Salah satu perangkat yang diperiukan tersebut adalah kéterangan sakst
yang diberikan secara jujur, apa adanya tanpa dusta dan tidak palsu, maka
hakim dengan segera dapat memperoleh gambaran mengenai duduk
permasalahan perkara dan dapat memutuskan perkara tersebut dengan mudah.
Sebaliknya, jika saksi memberikan informasi palsu atau menyembunyikan
kesaksian, maka yang diperoleh hakim tentang perkara yang sedang diadili’
hanya gambaran yang buram, kemudian pada gilirannya kesimpulan yang
diambil oleh hakim untuk memutuskan perkara tersebut bisa salah.

Keterangan saksi yang dikemukakan secara tidak jujur memiliki
dampak terhadap masyarakat dengan terjadinya ketidaktentraman. Saksi yang
memberikan informasi palsu dihukum fa’zir.'’ dan merupakan dosa besar
karena memberikan kesaksian palsu berarti telah turut berbuat kezaliman,
menghilangkan hak orang lain dan menipu orang lain.

Kejujuran para saksi atas késaksiannya dapat memberikan jaminan dan

terpeliharanya hak-hak dalam masyarakat dan pada gilirannya merupakan

' A. Djazuli, Fikih Jinayah, Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam, (Jakarta:
Raja Grafindo Persada, 1997), him 182.




suatu pendorong bagi masyarakat untuk mewujudkan sikap jujur dalam kultur
sosial. Fenomena ini memiliki andil untuk melahirkan masyarakat adil dan
makmur.

Muhammad Salam Madkur berpendapat bahwa hakim, agar
menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya dengan memenuhi tuntutan
keadilan, maka wajib bagi hakim mengetahui hakikat dakwaan atau gugatan
dan mengetahui hukum Allah SWT tentang kasus tersebut. Pengetahuan -
hakim tentaﬁg hakikat dakwaan atau gugatan itu ada kalanya ia menyaksikan
sendiri peristiwanya, atau keterangan dan informasi dari pihak lain (saksi)
yang bersifat mutawattir dan jika tidak demikian, maka tidak disebut sebagai
pengetahuan hakim tapi hanya dapat disebut sebagai persangkaan.

Ibn Rusd berpandangan bahwa setiap perkara yang diajukan ke depan
sidang pengadilan, penggugat harus dapat menberikan bukti-bukti terhadap
kebenaran gugatannya tersebut. Diantara bukti-bukti yang dapat diajukan
adalah keterangan saksi. Tergugat berhak untuk meriolak semua gugatan yang
yang ditujukan kepada dirinya, jika ia merasa yakin bahwa gugatan itu tidak
benar. Tergugat dapat pula mengajukan terhadap ketidakbenaran gugatan itu,
karena pengadilan itu dilaksanakan berdasarkan empat perkara, yaitu saksi
(syahadah), sumpah( yami), penolakan sumpah (nukul), dan pengakuan atau

gabungan dari keempat perkara tersebut.'®

'® Ibnu Rusyd, Bidayath al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid, ( Semarang : Toha Putra;
t.t), him. 347,




Sedangkan menurut Hasbi ash-Shiddieqy macam-macam alat bukti

adalah sebagai berikut:
1. Igrar(pengakuan)
2. Syahadah (kesaksian)
3. Yamin (sumpah)."”
Adapun peran saksi korban pembunuhan nenurut Hukum Islam

terdapat dalam al-Qur’an dan al-Hadits. Yang berbunyi sebagai berikut:

SV aall sy AL A Ll e Ledl (SUe (ST sl Wy
P kst I Dyl shaly Gyl p L3 6 s 4l e e b 5V
oSl U W s 5y ol 3 oSTy ol Ol alh b s suzel b an
O 5A

I oSkt ey B sligs Joud U Gne 158 155 S Tpta ol 1 e U
Y -t
m AN
TSelo B e Olagay Olasls S L ol 1y Sb

Tade eall e cnedly eall e a0

' T M. Hasbi ash-Shiddieqy, Peradilan Dalam Hukum Acara Islam, edisi ke-2, cet ke-2

(Semaran% PT Pustaka Rizki Putra, 2001), him. 136.
Al- Baqarah (2) : 178-179

2! An-Nisa (4) : 135

22 Faisal bin Abdul Aziz al-Mubarak, Bustan al-Akhbar-Mukhtasar-Nailul Authar, Alih
tahasa oleh Mv ammal Hamidi, dkk. (Surabaya: Bina Iimu, 1993), V. Hadits no. 3943, him.
2517. Hadits riwayat Abu Daud dari Rafi ibnu Khadij.

B At-Tirmizi, Sunan At-Tirmizi, “13 Kitab al-Ahkam”, 12 Bab Ma ja’a fi ‘anna al-
Bayyinah ‘ala al-Mudda’a wa al-Yamin ‘ala Mudda‘a ‘alaih”, (Makkah al-Mukarramah:
Maktabah at-Tijariah, t.t.) IIl: 626-627. Hadist Nomor: 1342 Hadist dari Ibnu Abbas
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Adapun dalam hukum acara pidana positif keterangan saksi sebagai
salah satu alat bukti yang sah diatur dalam pasal 184 ayat 1(a) alat bukti yang

sah ialah:
1. Keterangan saksi
2. Keterangan ahli

Surat

(8]

4. Petunjuk
5. Keterangan terdakwa®* \

Yang dimaksud keterangan saksi menurut pasal 1 ayat ( 27) adalah
salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi
mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia
alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.*

Sedangkan Suharto RM mengemukakan bahwa keterangan saksi
adalah keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, atau
dialami sendiri disertai dengan a'lasan yang jelas tentang keterangan itu.i6

Dalam pasal 185 ayat (5) KUHAP dinyatakan bahwa baik pendapat
maupun rekaan, yang diperoleh dari pemikiran saja, bukan merupakan
keterangan saksi. Di dalam penjelasan pasal 185 ayat (1): “Dalam keterangan
saksi tidak termasuk keterangan yang diperoleh dari orang lain atau
testimonium de auditu” Dengan demikian terjawablah dengan tegas bahwa

keterangan saksi yang diperoleh dari orang lain bukanlah alat bukti yang sah.

»* KUHAP him. 82
 Ibid., hlm. 82
% Suharto RM,Peruntutan dalam Praktek Pengadilan, hlm. 44
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Menurut Andi Hamzah, Ia mengatakan bahwa kesaksian de auditu
tidak diperkenankan seperti alat bukti, dan selaras pula dengan tujuan alat
hukum acara pidana yaitu mencari kebenaran materil, dan pula untuk
perlindungan hak-hak asasi manusia, di mana keterangan seorang saksi yang
hanya mendengar dari orang lain, tidak terjamin kebenaranya, maka kesaksian
de auditu patut tidak dipakai di Indonesia.”’

Dan juga menurut R.Wirjono Prodjodikoro hakim dilarang memakai
alat bukti suatu ketérangan saksi de auditu yaitu tentang suatu keadaan yang
saksi itu hanya dengar saja terjadinya dari orang lain. Keterangan semacam ini
tidak boleh dipakai sebagai bukti tentang terjadinya keadaan itu. Larangan ini
baik, bahkan sudah semestinya, akan tetapi harus diperhatikan, bahwa kalau
ada saksi yang menerangkan telah mendengar terjadinya suatu keadaan dan
orang lain, kesaksian semacam ini tidak selalu dapat dikesampingkan begitu
saja, dapat berguna untuk penyusunan suatu rangkaian pembuktian terhadap
terdakwa.”®

Ada tiga komponen yang menginginkan ditegakkannya hukum dan
keadilan di tengah-tengah masyarakat. Pertama yaitu adanya peraturan hukum
yang sesuai dengan aspirasi masyarakat. Kedua, adanya aparat penegak hukum
yang profesional intregritas dan mempunyai moral terpuji, ketiga yaitu adanya

kesadaran hukum yang memungkinkan dilaksanakanya penegakan hukum.”

¥ Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, hlm. 261.

2 R Wiryono Prodjodikoro, Hukum Acara Pidana Di Indonesia (Bandung: Sumur
Bandung, 1977), him. 98.

% Baharudin Lopa, Al-Qur'an dan Hak Asasi Manusia (Yogyarta: PT Dana Bhakti
Primayasa, 1996), him. 126.
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F. Metode Penelitian.

Setiap penelitian selalu dihadapkan dengan masalah yang menuntut
jawaban yang akurat, oleh karena itu sangat dibutuhkan adanya metode-
metode yang digunakan dalam penelitian untuk memecahkan dan
mendapatkan jawaban atas masalah-masalah yang ada.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penelitian yang dilakukan
dalam rangka menyusun skripsi yaitu dengan metode penelitian sebagai
berikut:

1. Jenis Penelitian.

Jenis penelitian dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini adalah
penelitian kepustakaan (/ibrary research) yaitu berusaha mengumpulkan
data yang sesuai dengan pokok permasalahan.

2. Sifat Penelitian.

Penelitian ini bersifat deskriptif komparatif, yaitu penelitian yang
menéoba memberikan gambaran serta kejelasan suatu obyek, yaitu peran
saksi korban pembunuhan dengan dua prespektif yaitw hukum acara
pidana Islam dan hukum acara pidana positif yang kemudian
dibandingkan.

3. Pendekatan

Permasalahan pokok yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah

bagaimana peran saksi korban pembunuhan menurut hukum acara pidana

Islam dan hukum acara pidana positif.
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Oleh karena itu pendekatan yang digunakan adalah pendekatan
yuridis yaitu: cara mendekati permasalahan yang diteliti dengan
berdasarkan pada aturan perundang-undangan ,yurisprudensi dan aturan-
aturan lain yang berlaku deilndonesia.

. Pengumpulan Data

Adapun dalam upaya penyusun untuk mengumpulkan data,
diperoleh melalui riset kepustakaan, dalam rangka untuk memperoleh data,
baik didapatkan melalui bahan primer maupun sekunder.

Adapun yang dimaksud primer adalah bahan (literatur) yang
dijadikan acuan utama dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.
Sedangkan bahan sekunder adalah bahan lainnya yang memuat informasi

atau penjelasan yang relevan dengan tema pembahasan skripsi ini.

. Analisis Data

Penggunaan metode kualitatif menghendaki penegasan teknis
analisis yang mencakup reduktif (iata dan kategorisasi serta interpretasi,'
dengan berfikir secara induktif dan deduktif.

Di samping itu dalam menganalisis data, menginterpretasi data
yang telah terkumpul, kami menggunakan metode komparatif, yaitu
dengan antara peran saksi korban pembunuhan menurut hukun acara

pidana Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.




14

G. Sistematika

Untuk memberi gambaran dalam penyusunan skripsi ini, penyusun
menggunakan sistematika penyusunan yang lebih terarah dan mempermudah
pembahasan.

Bab pertama, berisikan pendahuluan untuk mengantarkan pembahasan
skripsi ini secara keseluruhan. Di antaranya berisi latar belakang masalah,
pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik,
metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

Pada bab yang kedua sesuai dengan pokok pembahasan yang dimulai
dengan hukum acara pidana Islam agar memudahkan bagi penyusun dalam
mencari data yang terbilang sedikit jumlahnya. Yang berisikan pembahasan,
proses pemeriksaan saksi korban pembunuhan , kemudian menjelaskan saksi
korban dari segi pengertian dan dasar hukumnya, kemudian menjelaskan
pengertian pembunuhan, kemudian akan dijelaskan peran saksi korban
pembunuhan dalam proseé pemeriksaan perkara.

Pada bab ketiga ini, mengacu pada bab kedua tidak jauh beda, yang di
dalamnya akan diterangkan proses pemeriksaan saksi korban pembunuhan,
kemudian menjelaskan  pengertian saksi korban dan dasar hukumnya,
kemudian dijelaskan pengertian pembunuhan selanjutnya menjelaskan peran
saksi korban dalam proses pemeriksaan perkara.

Sedangkan pada bab keempat ini, setelah mengetahui bagaimana peran
saksi korban dalam proses pemeriksaan perkara ditinjau dari segi hukum acara

pidana Islam dan hukum acara pidana positif maka kemudian sesuai sifat
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penelitian yaitu komparasi, maka penyusun mencoba menganalisa antara
peran saksi korban pembunuhan dalam proses pemeriksaan perkara menurut
hukum acara pidana Islam dan hukum acara pidana positif dengan
menjelaskan letak persamaan dan perbedaan dari masing-masing vaitu
mengenai peran saksi korban pembunuhan dalam proses pemeriksaan
perkara.

Bab kelima, merupakan penutup di mana penyusun mengambil
kesimpulan dari hasil penelitian, serta saran-saran yang dirasa dapat

menyumbang alternatif bagi solusi masalah manusia yang semakin komplek.




BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian di atas sesuai dengan pokok masalah vang ada, maka di

" sihi penyusun merasa-perlu untuk memberikan kesimpulan sebagai berikut :

1.

't\)

Bahwa peranan saksi korban dalam hukum acara pidana Islam.

Sebagaimana yang telah diuraikan melalui pemahaman terhadap al-Qur'an

dan as-Sunnah serta kaidah-kaidah hukum lainnya, yang berkenaan

dengan masalah yang dibahas, di antaranya:

a. D1 muka sidang peran saksi korban adalah sebagi penggugat

b. Selanjutnya sebagai saksi

c. Dalam pemutusan perkara ia mempunyai hak untuk memilih gisas,
diyal dan memaafkan.

Sedangkan dalam hukum positif telah diatur didalam KUHAP pasal 1

ayat (27) yaitu memberikan keterangan-keterangan tentang pembunuhan

yang 1a lihat sendiri, 1a dengar sendiri atau ia alami sendiri. Dan juga

dalam penjelasan pasal 185 KUHAP keterangan saksi tidak termasuk

keterangan yang diperoleh dari orang lain atau Testimonium De Auditu.

B. Saran-saran

1.

Hendaknya pengadilan memperhatikan saksi korban selama proses
pemeriksaan baik dari pemeriksaan awal, sidang sedang berjalan sampai

keputusan hakim jatuh. Dengan begitu para saksi korban (witness victim)

66
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merasa dirinya dilibatkan sehingga proses peradilan berjalan dengan baik
dan adil.

Bagi para penegak hukum baik yang bertugas baik yang bertugas di luar
atau di dalam sidang pengadilan agar benar-benar melakukan proses

dengan prosedur vang berlaku dan sesuai dengan undang-undang yang

berlaku.
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BAB I
Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qisas
berkenan dengan orang-orang yang dibunuh oarng merdeka

i dengan orang merdeka, hamba dengan hamba dan wanita

dengan wanita. Maka barang siapa yang mendapat suatu
pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memafkan), dan
hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diyat) kepada yang
membern maaf denang cara yang baik (pula). Yang demikian
itu adalah suatu keringanan yang dari Tuhan kamu dan suatu
rahmat. Barang siapa yang melampai batas sesudah itu, maka

baginya siksa yang pedih.

Hai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang
benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah
biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapakmu dan kaum
kerabatmu.

Seorang lelaki dari kalangan sahabat anshor terbunuh
dikhaibar. Kemudian para wali melapor kepada Nabi Saw
melaporkan hal tersebut. Nabi Saw menjawab:”Kamu harus
mempunyai dua orang saksi yang membuktikan terbunuhnya
saudaramu”.

Sesungguhnya bukti (wajib) atas penggugat dan sumpah itu
(wajib) atas tergugat.

BAB I

Kesaksian didepan hakim oleh seseorang atas orang lain
atas apa yang ada padanya berupa kesaksian maka ia disebut
saksi.

Keterangan orang yang dapat dipercaya didepan sidang
pengadilan dengan lafad kesaksian untuk menetapkan hak atas
orang lain.

Dan syahid adalah orang yang membawa kesaksian dan
menyampaikannya, sebab dia menyaksikan apa yang tidak
diketahui orang lain.
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Yaitu pemberitahuan sesuatu dengan lafad yang khusus.

Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qisas
berkenan dengan orang-orang yang dibunuh oarng merdeka
dengan orang merdeka, hamba dengan hamba dan wanita
dengan wanita. Maka barang siapa yang mendapat suatu
pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang mematkan), dan
hendaklah (yang dibert maaf) membayar (diyat) kepada yang
memberi maaf denang cara yang baik (pula). Yang demikian
itu adalah suatu keringanan yang dart Tuhan kamu dan suatu
rahmat. Barang siapa yang melampai batas sesudah itu, maka
baginya siksa yang pedih.

Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh mukmin
vang lain kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan barang
siapa membunuh karena tersalah maka (heundklah) dia
memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta
membayar diyat yang diserahkan kepada keluarganya
(siterbunuh), kecuali jika mereka (keluarga korban)
bersedekah). Tetapi jika ia (vang terbunuh itu) dari kaum yang
memusuhimu, padahal i1a mukmin, maka hendaklah (si
pembunuh ) memerdekakan budak belian yang beriman.

Sesungguhnya bukti (wajib) atas penggugat dan sumpah itu
(wajib) atas tergugat.

Seorang lelaki dam kalangan sahabat anshor terbunuh
dikhaibar. Kemudian para wali melapor kepada Nabi Saw
melaporkan hal tersebut. Nabi Saw menjawab:” kamu harus
mempunyai dua orang saksi yang membuktikan terbunuhnya
saudaramu”. '

Barang siapa membunuh dengan sengaja, maka ia akan
diserahkan kepada wali orang yang terbunuh. Jika mereka
mau, mreka boleh membunuhnya. Dan jika mereka mau,
mereka boleh mengambil diyat, yaitu tiga puluh hiqqah dan
tigapuluh jad’ah serta empatpuluh khalifat. Itulah denda
pembunuhan sengaja. Mak sesuatu yang dijadikan jalan damai’
bagi mereka, maka itulah bagi mereka. Yang demikian itu
menekankan adanya diyat.

Dan pembunuhan sengaja dibalas (digisas) dan pembunuhan
tidak sengaja tidak ada qisas baginya. barangdsiapa
membunuh karena hal yang tidak jelas atau mempertahankan
diri dengan batu,cambuk atau dengan tongkat kayu, maka

| br~~ya diyat mugalladah berupa onta.
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Sesungguhnya bukti (wajib) atas penggugat dan sumpah itu
(wajib) atas tergugat.

Dan barang siapa yang mendakwakan suvatu kaum suatu hak
yang tidak ada ditempatnya, atau bukti, maka berilah tempo
kepadanya sampai ia dapat membuktikan dakwaannya,
kemudian kalu 1a dapat membuktikannya, maka berilah
haknya 1tu, tetapi kalau ia tidak mampu membuktikannya,
maka ia berhak dikalahkan, karena yang demikian itu lebih
mantap bagi keuzurannya dan lebih menampakkan barang
yang tersembunyl

Sesungguhnya bukti (wajib) atas penggugat dan sumpah itu
wajib) atas tergugat.

Seorang lelaki dari kalangan sahabat aashor terbunuh
dikhaibar. Kemudian para wali melapor kepada Nabi Saw
melaporkan hal tersebut. Nabi Saw menjawab:” kamu harus
mempunyai dua orang saksi yang membuktikan terbunuhnya
saudaramu”.

Sesungguhnya Nabi Saw ditanya tentang kesakstan.
Jawabnya : engkau lihat matahan? Jawab orang itu : ya .
berkata Nabi : atas seperti ttulah engkau boleh bersaksi,atau
tinglkan (jangan jadi sakst).

Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qisas
berkenan dengan orang-orang yang dibunuh oarng merdeka
dengan orang merdeka, hamba dengan hamba dan wanita
dengan wanita.

Dan kami telah menetapkan kepada mereka didalamnya
(Tauret) bahwasanya jiwa dibalas jiwa, mata dengan mata,
hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan
gigi dan lukapun ada pembalasanya.

Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah
(membunubnya ), melainkan dengan suatu (alasan) yang
benar. Dan barang siapa dibunuh secara zalim, maka
sesungguhnya kami telah memberikan kekuasaan kepada ahli
warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas
dalam membunuh. Sesunggubnya ia adalah orang yang
mendapat pertolongan.

Dan tidak layak bagi seoraug mrl™in memb»vh mukmi»
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yang lain kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan barang
stapa membunuh karena tersalah maka (hendklah) dia
memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta
membayar diyat yang diserahkan kepada keluarganya (
siterbunuh), kecuali jika mereka ( keluarga korban)
bersedekah).

Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qisas !
berkenan dengan orang-orang yang dibunuh oarng merdeka
dengan orang merdeka, hamba dengan hamba dan wanita
dengan wanita. Maka barang siapa yang mendapat suatu |
pemaafan dari saudaranya, hendakiah (yng memafkan), dan :
hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diyat) kepada yang |
memberi maaf denang cara yang baik (pula). Yang demikian |
itu adalah suatu keringanan yang dari Tuhan kamu dan suatu |
rahmat. Barang siapa yang melampai batas sesudah itu, maka |
baginya siksa yang pedih |

!

I
Dan pembunuhan sengaja dibalas (digisas) dan pembunuhan |
tidak sengaja tidak ada qisas baginya. barangdsiapa
membunub karena hal yang tidak jelas atau mempertahankan
diri dengan batu,cambuk atau dengan tongkat kayu, maka
baginya diyat mugalladah berupa onta.

Hat orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qisas
berkenan dengan orang-orang yang dibunuh oarng merdeka
dengan orang merdeka, hamba dengan hamba dan wanita
dengan wanita. Maka barang siapa yang mendapat suatu
pemaafan darn saudaranya, hendaklah (yang memafkan), dan
hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diyat) kepada yang
membert maaf denang cara yang baik (pula). Yang demikian
ttu adalah suatu keringanan yang dari Tuhan kamu dan suatu
rahmat. Barang siapa yang meclampai batas sesudah itu, maka
baginya siksa yang pedih

Maka barang siapa yang mendapatkan suatu pemaafan dar
saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan
cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar
(diyat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik
pula. Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan
kamu dan suatu rahmat. Barang siapa yang melampaui batas
sesudah itu, maka baginya siksa yang pedih.

v




LAMPIRAN II

1.

BIOGRAF1
ULAMA DAN CENDEKIAWAN

Imam Abu Dawud

Lahir tahun 202 H / 817 M di kota Sijistan (terletak antara Iran dan
Afganistan). Beliau adalah seorang mujtahid dan ahli hadis. Ulama-ulama
yang pernah menjadi gurunya antara lain Sulaiman bin Harb, Usman bin Abi
Syaibah dan Abu Walid at-Tayalisi, sedangkan yang pernah menjadi
muridnya antara lain an-Nasa'i, at-Turmuzi, Abu Awwanah dan lain-lain.

Behau dikenal sebagai ulama yang sangat teliti dan populer lewat
karya tulisnya yang berjudul As-Sunan atau biasa disebut Sunan Abu Dawud
Kitab 1ini berisi beberapa himpunan hadis-hadis Nabi lengkap dengan
peniwayatnya. Ulama ahli hadis'di kalangan Sunni sepakat bahwa karya Abu
Dawud ini termasuk kelompok @/-Kutub al-Khamsah (lima kitab hadis vang
standar). Abu Dawud wafat di Basrah pada hari jum'at tanggal 16 Syawwal
275 H bertepatan dengan tanggal 21 Februari 889 M.

Imam Abu Hanifah

Beliau adalah Abu Hanifah an-Nu'man bin Sabit bin Zauti at-Taimi,
lahir tahu 80 H / 728 M di kota Kuffah pada masa pemerintahan Dinasti
Umawiyyah. Beliau dikenal dengan sebutan Abu Hanifah bukan karena
mempunyai putera bernama Hanifah tetapi asal nama itu diambil dari ayat "Fa
ittabi' millata ibrahi hanifa".

Dalam zamannya beliau terkenal sebagal seorang sarjana dan maha
guru yang luas dan dalam ilmu pengetahuannya terutama di bidang hukum.
Beliau telah mengabdikan hidupnya dalam Studi Hukum Islam dan
memberikan kuliah-kuliah terhadap mahasiswanya. Belaiu meniggalkan
sebuah kitab yaitu "a/-Figh al-Akbar". Beliau adalah orang pertama yang
mencoba mengkodifisir hukum Islam dengan memakai giyas sebagai
dasammya. Dalam menetapkan hukum, Abu Hanifah menggunakan dasar-dasar
al-Qur'an, hadis, pendapat-pendapat para sahabat, giyas istihsan dan tradisi
masyarakat. Abu Hanifah wafat pada tahun 150 H/ 767 M tahun di mana asy-
Syafi' lahir.

Imam Asy-Syafi'i

Nama lengkapnya adalah Muhammad bin Idris bin 'Abbas bin Usian
bin Syafi' bin Sa'ib bin Ubaid bin Hasyim bin al-Mutallib bin 'Abdi Manaf bin
Qusaiy, beliau lahir di Gazza, sebuah daerah di selatan Palestina pada tahun
150 H/ 767 M. Pada usia 10 tahun beliau telah hafal al-Qur'an tiga puluh juz.
Pada usia 20 tahun beliau pergi ke Madinah untuk belajar pada Imam Malik.
Selanjutnya belaiu ke Iraq untuk belajar dengan murid Imam Hanafi. Beliau
juga pernah ke Turki, Palestina, Yunani dan kota-kota lainnya untuk menuntut
ilmu.




Imam asy-Syafii adalah seorang ulama besar yang mampu mendalami
dan menggabungkan antara metode ijtihad Abu Hanifah dan Imam Malik,
sehingga menemukan metode ijtihadnya sendin yang mandiri. Beliau sangat
berhati-hati dalam berfatwa, sehingga dalam fatwanya itu ada keseimbangan
antara rasio dan rasa. Karya beliau banyak sekali dan yang palig terkenal dan
sangat monumental adalah kitab «/-Umm (kitab induk), a/- Mabsut (figih) dan
ar-Risalah (usul figh). Beliau wafat pada tahun 204 H/ 822 M di Mesir.

. Muhammad Abu Zahrah

Beliau adalah seorang ulama besar Mesir vang terkenal sebagai pakar
hukum di dunia Islam. Beliau menamatkan belajarnva di Universitas al Azar
Kairo.

Dalam perjalanan karirnya, beliau dikirim ke Perancis untuk sebuah
misi ilmiah yang disebut Bi'sah al-Malik al-Farug. Meskipun tidak diragukan
kredibilitas intelektualnya Abu Zahrah tidak mendapat tempat untuk
mengabdikan dan mengaktualisasikan ilmunya untuk almamaternya. Namun
demikian, sebuah universitas menempatkannya pada jurusan Studi Hukum
Islam. Dart universitas inilah kualitas keilmuan beliau dalam hukum Islam
semakin terkenal. Dan pada tahun 1950 beliau mendapat gelar profesor.

. Abdu Al-Qadir 'Audah

Beliau adalah alumni Fakultas Hukum Universitas Kairo pada tahun
1930. Beliau pernah menjabat sebagai Dewan Perwakilan Rakyat Mesir dan
scbagai tangan kaman Mursyid al-'Am "IKHWANUL MUSLIMIN" yang
dipimpin oleh Hasan al-Banna. Dalam scope pemerintahan, ia pernah
menjabat hakim.

Beliau sangat dicintai rakyatnya karena ia mempunyai prinsip mau
mentaati undang-undang selam beliau yakin bahwa undang-undang itu tidak
bertentangan dengan syari'at. Adapun hasil karyanya yang monumental adalah
kitab At-Tayri' al-Jinaiy al-Islami (Hukum Pidana Islam) dan A/-Islam wa
‘Auda’una al-Qanuniyah (Islam dan Peraturan Undang-Undang). Beliau wafat
sebagai syuhada pada sebuah drama tiang gantungan akibat tuduhan atau
fitnah yang dilontarkan oleh teman seperjuangannya dalam revolusi Mesir
pada tahun 1954.

. Ahmad Ibn Hanbal

Nama lengkapnya Abu Abdullah Ahmad Ibn Hanbal dan juga dikenal
dengan Ibn Hanbal. Lahir di Baghdad pada bulan Rabi'ul Awal 164 H/
November 780 M. Beliau dibesarkan dan dididik di Baghdad. Beliau belajar
pada Yazid Ibn Harun dan Yahya Ibn Sa'id serta Imam Syafi'i. Ahli hadis, figh
dan teologi tetapi lebih menonjol sebagai ahli hadis. Belaiu wafat pada tanggal
12 Rabi'ul Awal 241 H/ 31 Juli 855 M dalam usia 75 tahun di Baghdad.

. Imam Malik

Belaiu adalah pendiri madzhab Maliki, sebagai Imam Madinah dan
mendapat gelar Amir al-Mu'minin dalam bidang hadis. Nama lengkapnya
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10.

adalah Malik bin Anas bin Abi Amir al-Ashhabi dengan nama panggilan Abu
Abdillah. Dilahirkan pada tahun 93 H dan wafat tahun 179 H di Madinah.
Karya terbesar beliau adalah kitab A/-Muwatta’ yang merupakan kitab figh
dan hadis. Kitab ini ditulis dalam waktu 40 tahun dan memperlihatkannya
pada 70 ulama Madinah untuk menanyakan pendapat mereka tentang
kitabnya. Semua ulama menyetujui. A/-Muwatta’telah disyarahkan beberapa
ulama antara lain: Abu Bakr Muhammad bin 'Arabi, Ibn Abd al-Bar, as-
Suyuti, dan al-Zarqani. Sebagai 7 dasar pegangan hukum dalam madzhabnya
vaitu: a/-Quran, al-Hadjs, 'Amal Ahl al-Madinah, Fatawa as-Sahabah, Qiyas,
Masalih al-Mursalah, Istihsan dan az-Zara'i

Mahmud Syaltut

Beliau adalah seorang pemikir dan sarjana musiim yang ahli di bidang
syari'at Islam dan mempunyai reputasi di dunia Islam. Dilahirkan tangal 23
April 1893 di desa Maniyah Bani Mansur Distrik Itai al-Bairud di Karesidenan
al-Bukhairah. Wafat tanggal 19 Desember 1963 M. Sesuai dengan tradisi
masyarakat Islam Mesir, Syaltut menjadikan membaca dan menghafal al-
Quran sebagai dasar utama dalam pendidikannya. Beliau hafal al-Qur'an
dalam usia 13 tahun. Kemudian melanjutkan pendidikannya pada Lembaga
Pendidikan Agama di Iskandariyah. Perjuangannya di bidang kegiatan ilmiah
bermula sebagai guru pada a/-Ma'had ad-Din di Iskandariyah dan perguruan-
perguruan lain di Mesir. Ia juga aktif di kegiatan dakwah, pers dan penerbitan
serta lembaga-lembaga ilmiah. Tulisan, pidato, ceramah dan karangannya
banyak mengenai bahasa Arab, tafsir, hadis, syari'at Islam dan ilmu Islam
lainnya.

Sayyid Sabiq

Beliau seorang yang terkenal sebagai pengajar dari Universitas al-Azar
Kairo Mesir. Beliau dilahirkan tahun 1356 H. Banyak menulis berbagai kitab,
baik mengenai masalah agama ataupun politik. Sebagai penganjur ijtihad yang
mengajarkan kembali kepada al-Qur'an dan al-Hadis. Pada tahun 1950-an M,
beliau mendapat gelar profesor dalam jurusan Ilmu Hukum Islam pada
Umiversitas Fuad 1. Karyanya yang monumental adalah /igh as-Sunnah dan
al-'Agidah al-Islamiyyah.

Arif Gosita

Lahir 14 April 1930 di Yogyakarta. Adalah seorang dosen
Victimologi, Hukum Perlindungan Anak di Fakultas Hukum dan Fakultas
Ilmu Sosial Politik, Universitas Indonesia Jakarta. Dan juga dosen
Kriminologi di Fakultas Hukum Universitas Kristen dan Universitas
Tarumanegara Jakarta. Menyelesaikan pendidikan hukum di Fakultas Hukum
dan Ilmu Pengetahuan Kemasyarakatan, Universitas Indonesia (1962) dan
melanjutkan di Fakultas Hukum, Vrije Universitit Amsterdam, Nederland
(1969-1970), menjadi koordinator Lembaga Kriminologi Fakultas Hukum Ul
(1969-1970). Ketua jurusan Kriminologi I[Imu-ilmu Sosial UI (1973-1975).
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12.

Aktif mengikuti berbagai seminar di dalam dan luar negeri. Antara lain
Simposium Internasional Victimologi ke-3 di Munster Jerman Barat,
September 1979 dan yang ke-4 di Tokyo/Kyoto, September 1982. Serta aktif
menulis di media massa dan menyusun buku. Salah satu bukunya yang
menjadi rujukan Victimologi di Indonesia adalah Masalah Korban Kejahatan.

R. Soesilo

Beliau adalah Ajun Komisaris Purnawirawan dan guru pada Sekolah
Angkatan Kepolisian Republiik Indonesia di Sukabumi. Karyanya adalah
RIB HIR dengan Penjelasan.

Prof. Dr. Andi Hamzah, S.H.

Beliau lahir di Wajo, Sulawesi Selatan, 14 Juni 1933. Lulus Sekolah
Menengah Kehakiman Tingkat Atas (1945) di Makassar, ia kemudian menjadi
jaksa. Sambil bekerja sebagai jaksa, ia mengikuti kuliah di Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin hingga lulus (1962). Sejak itu ia menjadi dosen di
almamaternya dan di beberapa perguruan tinggi. Pada tahun 1982 1a
memperoleh gelar doktor di almamaternya dan kini ia bergelar Guru Besar
Hukum Pidana dan Acara Perdata.

Nama Prof. Dr. Andi Hamzah, S.H. cukup dikenal luas di kalangan
mahasiswa dan dosen hukum serta praktisi hukum. la termasuk penulis yang
produktif. Terbukti tidak kurang dari lima belas judul buku hukum berhasil
diselesaikannya. Di antaranya Hukum Pidana Ekonomi (1972), Dasar-Dasar
pengusutan Perkara Kriminal (1976), Delik-delik tersebar di luar KUHP
(1978), Hukum Pidana Politik (1981), Korupsi di Indonesia Masalah dan
Pemecahannya (1983), Delik-Delik terhadap Penyelenggaraan Peradilan
(1989), Aspek-Aspek Pidana di Bidang Komputer (1992), Perbandingan
Hukum Pidana Beberapa Negara (1995), Hukum Pidana yang berkaitan
dengan Komputer (1996), dan Hukum Acara Pidana [ndonesia (2001)
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